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A. Latar Belak
Indonesia

yaitu sistem Eropa Kontinent
Anglo Saxon. Meskipun kedua sistem - Meng;
tersebut menunjukkan adanya perbedaan Indonesia, sistem hukum yang dianut

dalam beberapa hal, akan tetapi dewasa lebih cenderung kepada penerapan sistem
ini hampir tidak dapat dilihat dengan hukum Eropa Kontinental.> Sistem ini
tegas perbedaannya. Hal ini diakibatkan meletakkan undang-undang (civil law)

. Widyaiswara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Kementerian
Hukum dan HAM, Dosen Megister Hukum pada Program Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara,
Bandung.

2 Walaupun saat ini hukum nasional mulai dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo Saxon, sebagai contoh
apabila melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terdapat adanya
lembaga hukum yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi asing dalam hukum Eropa
Kontinental sebagaimana yang kita anut. Sebagai contoh adanya lembaga Trust yang antara lain mewakili
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sebagai sumber hukum utama, sedangkan negara-negara Anglo Saxon, lebih

yurisprudensi hanya dianggap sebagai mengacu kepada hukum kebiasaan

keterangan hukum tambahan.> Hal ini (Common Law) yang cenderung tidak

sangat jelas berbeda jika kita bandingkan tertulis.®

dengan sistem hukum Anglo Saxon yang Dalam hal ini, Sunaryati Hartono

menempatkan  yurisprudensi  sebagai mengatakan bahwa baik sistem common

sumber hukum utama. law’ maupun equity® di Inggris pem-
Dapat disimpulkan bahwa perbedaan bentukan hukum melalui yurisprudensi.

konvensional yang menonjol terletak Hal uu mengakibatkan pembentukan

hukum pada sistem CIV%W
pada undang- undangmsed 1

l—bentcdi—sadairwerkum‘ya-

tertulis ,,; 1 rigid

perubahan, positifnya, lebih - menentukan sistem hukum nasional kita.
menjaniin adany_a kepastian hukum. Adapun pertanyaan mengenai apa dan
Sistend’ Common Law yang dianut oleh ‘bagaimana sistem hukum nasional kita

para pemegang obligasi tidak dikenal dalam peraturan
sangaf umum di negara yang me11erap]mn 51stem i

undangan Indonesia, tetapi'sudah menjadi hal yang
m Angla Saxon ]'_f:mbaga Pasar Modal Indonesna

sister'ni on dimaksud, Dengan demlkxan swtem hu]mm nasional sudah,mulal mengadopsi s:stem
hukum Anglu Saxon sehmgga mengarah ke sxstem, ukum mix lmv Baca lebih lanjut dalam buku Jusuf
‘ nvestasi; Alumni, Bandung, 2005,

khususnya pasat*modal d1 Indonesm, lebih mengarah pada penggunaan sistem hukum
¢ lebih banyak dipengaruhi oleh sistemn
g banyak diacu oleh negara-negara
common i'aw Anglo Saxon yang didasarkan pada kasus yang diputuskan di pengadilan (uurisprudensi)
dirasakan lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Baca lebih Janjut, Jusuf Anwar, ibid, him. 5.

Civil law diterjemahkan sebagai hukum sipil. Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukufn
yang berasal dari hulkum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar ke
seluruh Eropa damseluruh dunia. Hukum ini diambil dari sumber hukum sipil itu sendiri pada zaman Kaisar
Justinianus yang bemnama corpus juris civilis. Kode sipil terbagi 2 (dua.) yaitu hukum Romawi yang
terkodifikasi atau tidak,Baca lebih lanjut, Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hulkum,
Civil Law, Common Law, Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 56-57

Romli Atmasasmita, Penganter.Hidkum Kejahatan Bisnis, Pernada Media, Ialsafta, 2003 hlm. 55

Jusuf Anwar, Pasar Modal SebagaiSarana Pembiayaan Pembangunan dan Inveamsr op.cit, hlm.13
Common law diterjemahkan sebagai hukumikebiasaan. Common law dapatguga berbentuk hukum tak tertulis
ataupun hukum tertulis seperti tertuang dalam stafutes magpun codes. Hukum ini diterapkan pada kasus-
kasus sipil (sebagai lawan dari kasus kriminal) yang dirancang untuk mengkompensasi seseorang dari
pelanggaran yang dikenal dengan tors. Tort tersebut dapat berupa tindakan yang dengan sengaja (intentional
torts) maupun karena kelalaian seseorang (fort caused by negligence). Perbedaaan yang mencolok jika
dibandingkan dengan civil law adalah sistem common law merupakan sistem hukum yang memakai logika
berpikir induktif dan analogi. Hal ini berlawanan dengan sistem civil law yang memakai metode deduktif.
Baca lebih lanjut, Ade Maman Suherman, ibid, hlm. 75-77

Pada awal abad ke-15 praktik-praktik litigasi menjad: popular dan mereka yang merasa dirugikan dapat
mengajukan petisi pada raja. Untuk kebutuhan ini, dibentuklah sistem equity yang diadministrasikan oleh
Chancery. Di Inggris, court of law and equity dikombinasikan melalui Judicature Acts tahun 1925, di mana
eqmry menjadi lebih tinggi dalam penyelesaian konflik, seperti sengketa Netherlands vs Belgium mengenai
sungai Meuse atau River Meuse Case, 1937. Baca lebih lanjut, Ade Maman Suherman, ibid, hlm, 91
Sunaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.102-106.
Sebagaimana dikutip Jusuf Anwar, /bid, hlm.15

terhadap = yangi menentukan s1kap klta ' clalém.-
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sampai sekarang masih belum terdapat mengatur hubungan antara anggota

jawaban yang memuaskan semua pihak. masyarakat satu sama lain, kadang-
‘Tetapi setidaknya sedikitnya dalam kadang antara anggota masyarakat
sistem  tersebut harus berasaskan dengan negara.'* Saat ini, bidang hukum
Pancasila dan berlandaskan UUD NRI bisnis mengalami perkembangan yang
Tahun 1945, dan setelah itu baru cukup signifikan, seiring dengan
dipertimbangkan apakah kita akan berkembangnya teknologi dalam sistem
mengacu kepada sistem hukum Eropa perdagangan di masyarakat. Hukum
Kontinental ataupun Anglo Saxon atau yang kemudian dalam
gabungan dari keduanya.'® ' . mengatur  tentang

Berbicara mengenai ha n 'nal maupun
sangat erat kaitannya onsumen,

kebendaan. Kedua '
memperlihatkan p

Kontinenta ' nya hak milik
4 ifatnya  absolut
hal ini, Kleyn

Sifat absolut hak kebendaan ini mer
orang untuk menghormati hak tersebu
Yogyakarta, 1981, hlm. 25 bandingkan denga - ! di Dalam S:stem Hukum Perdata
Nasional, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 14-15 sebagmmana dikutip Djuhaendah Hasan, Lembaga
Jaminan Kebendaan, ibid, hlm.54

Kleyn, W.M, Hukum Benda Belanda, Kompendium Hukum Belanda, 1978, hlm.15 sebagaimana dikutip
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan..., ibid, hlm.53

Sistem ini tidak di kenal dalam sistem hukum Civi/ Law. Dalam sistem ini, legal dan beneficial berada dalam
satu tangan, dengan kata lain pemilik adalah mereka yang mempunyai hak milik terhadap sesuatu benda.
Sebaliknya, dalam sistem Common Law, Trust merupakan pranata hukum yang didasarkan pada equity
(kepatutan). Redmond dalam General Principlles creation of English Law, mengatakan “Trust is the great
creation of equity. Konsep ini banyak digunakan dalam bisnis, seperti #rustee company, termasuk di capital
market. Baca lebih lanjut Redmond dalam General Principles creation of English Law, Mac Donald & Evans
Ltd., Buckingham, 1979, him. 288

Djuhaendah, Hukum Kebendaan, Makalah Program Pascasarjana UNPAD, Jakarta, 2005, hlm.7
Djuhaendah, Hukum Kebendaan, Ibid, hlm.8
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B Hak Milik Kebendaan Dalam Sistem

Hukum Indonesia

Pembicaraan mengenai  hukum
benda secara umum, maka tidak akan
terlepas dari pembahasan mengenai hak
milik sebagai titik sentral dari hukum

benda tersebut. Oleh karena itu, asas-asas

yang menguasai sistem Code Civil'®
semuanya dimasukkan dala
“BW” Belanda. Di mana,

hak milik (eige
berkontrak.!” D

dapat menjadi,
Harold F.Lu
tentang hak )
sebagai, “the exclusi

Belanda itu pada pokoknya meneladar
onzer codificatie, 1927 sebagaimana diku

11, Pradnya Paramita, Cetakan ke-7, Jakarta, 2004, him.

enjoy and dispose of objects or rights
having economic value”?' Bahwa hak
milik merupakan hak eksklusif untuk
menguasai, menikmati dan mengatur
suatu objek atau hak-hak yang
mempunyai nilai ekonomi.

Di dalam hukum benda itu sendiri
mengatur harta kekayaan yang berupa
tersebar dalam berbagai
Pengertian yang
yéndaan tercantum
data, yang

Baca Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Per ang Dunia ll, ibid.
Baca Mariam Darus Badrulzaman, Serial Hukum Perdata, Buku Il Kompilasi Hukum Jaminan, Mandar

Maju, Bandung, 2004. hlm.12.

Mahadi, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 56.

Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1983, hlm.43, lihat

juga Sudjana, op.cit, him. 57

Lusk, Harold F, Business Law, Principles and Cases, Richard D. Trwin, Inc Homewood Illinois, 1966, hlm.
677 bandingkan dengan Soetan Malikoel Adi, Hak-hak Kebendaan, PT. Pembangunan, Jakarta 1962 him.
64-65 bandingkan pula dengan Wirjono Pradjodikiro, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda,
Bangkit, Jakarta 1955, hlm. 13-14 sebagaimana dikutip Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan
Kebendaan..., op.cit, hlm.57.

Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Bandung, 1982, hlm. 60.

Ibid.
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diartikan sebagai kepentingan peristiwa dapat ditemukan mulai dari rumusan

hukum.** Apabila, istilah benda yang Pasal 506-508 KUHPerdata. Pentingnya
- digunakan mempunyai kekayaan pembedaan terhadap benda bergerak dan
seseorang, maka perkataan itu meliputi benda tidak bergerak antara lain dalam
juga barang-barang yang tak dapat soal penyerahan dan pembebanan.
terlihat yaitu hak-hak misalnya hak Terhadap benda yang tidak bergerak,
piutang atau penagihan. cara penyerahan memerlukan syarat-
Di dalam buku II KUHPerdata syarat ‘yang lebih formil daripada

n benda-benda yang ber-
ahkan benda yang
lengan pencatatan

tentang Hukum Benda, mempergunakan
perkataan benda dalam dua arti,.tet
yang paling banyak terdapat.
arti objek hukum ya

' bersifat

KAt

ang  bersifat
e) diakui oleh
penulis';' o

Perdata,

digolongk
bergerak,

oleh undang-undang
sangat ditekankan ol@
Undang Hukum Perdata. plai darl Pasal
L 48" [Perdata. Dari
Pembagian Kelompok Kebendaan iengenai benda bergerak

a. Benda tidak bergerak yang dikutip di atas dapat ditarik suatu

Ketentuan mengenai jenis dan kesimpulan yang bersifat umum yaitu:
macam benda tidak bergerak menurut 1. Benda bergerak adalah benda yang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena sifatnya dapat dipindah atau

24
25
2

Chidir Ali, Hukum Benda, Tarsito, Bandung, 1978, hlm 47.

Ibid, him. 49,

Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak
dan immateriil, maka dari itu Hak Cipta dapat dialihkan menurut Pasal 3 ayat (2). Pengalihan dapat dilakukan
seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
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dapat dipindahkan. KUHPerdata
sesungguhnya menunjukkan pada
benda bergerak yang berwujud
(tangible). Jadi dengan demikian,
berarti yang digolongkan sebagai
benda bergerak adalah setiap benda
berwujud yang dapat berpindah
sendiri ke tempat lain tanpa mengubah
wujud bentuk dan kegunaan dari
benda tersebut sebagai satu k

terdaftar. Dari  kesemuannya  ini
perbedaan yang sangat penting adalah
perbedaan atas benda bergerak dan benda
tidak bergerak serta benda terdaftar dan
tidak terdaftar ?®
Dalam pengaturan hukum benda
yang akan datang juga perlu diperhatikan
perkembangan -perkembangan dalam
ang, h kum benda yang terjadi di
nya dalam hukum

n»y?"”g: merupakan benda yang terdaﬁar

spada tempat pendaﬁaran umum. atauv

nga yang dlpeljénjﬂqan
abadikan maupum bunga

Ke
sebagai .

enda
era f:yang dapat dialihkan dan

_ diwariskan. Sebagian besar kelompak_
perlindungan ~ HKI  mengisyaratkan
'i'.fdaftar dan pendaftaran di Ditjen HKI®' terlebih
4 dahulu atas hasil invensinya ¢ atau

Di negara maju terdapat pzr edaan karyanya, sebelum dikomersialkan. Akan
antara benda atas nama dan tidak atas t im hak ciptagpendaftaran
nama dan benda terdaftar dan tldak bukan merupakan kewdjiban. Karena

Terdaftar %

27

29
30
3l

Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19, Tahun 2002 tentangHak Clpta dianggap sebagai benda
bergerak dan immateriil. Lihat juga Pasal 66 ayat (1) Undang Undnag Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 31 ayat (1) UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu. Departemen Hukum dan HAM yang menyebutkan semua undang-undang yang terkait HKI ( Hak
Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Merek, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Hak Rahasia
Dagang) sebagai Undang-Undang RI di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000.

Sri Soedewi Masyhun Sofyan, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981.him. 19-20 sebagaimana dikutip
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan...op.cit, hlm.97.

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan...,ibid, hlm. 124

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan...,ibid

Persyaratan pendaftaran lihat www.dgip.go.id

118
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secara otomatis karyanya dilindungi oleh

hukum hak cipta. Pendaftaran akan
~diperlukan sebagai bukti di pengadilan

apabila terjadi sengketa dikemudian hari.
d. Hak Milik Benda Berwujud dan

Tidak Berwujud

Berbicara mengenai hak kebendaan,
seperti ~ yang  sudah  disinggung
sebelumnya tidak dapat terlepas dari
pembicaraan mengenai perma
sentral seputar hak milik, yz
paling luas mencakup
dimiliki oleh seseorang
Hak milik inig

orang
mengakui hak ke :
Dengan demikian, hak

sifat yang absolut (right in
artinya dapat mengikat setiap ora
sedangkan perikatan sifatnya relatif
(right in personam) yang hanya mengikat
para pihak.*?

Sifat hak kebendaan yang lain adalah
adanya hak droit de suite yang berarti hak
untuk  mengikuti benda  ditangan
siapapun benda tersebut berada, serta

32
33
34

sifat droit de preference yang berarti hak
untuk didahulukan.

a) Hak Milik Benda
(Tangible)
Peraturan yang mengatur tentang hak
milik terdapat dalam Pasal 570
- KUHPerdata,

Berwujud

yang menyebutkan

dalah hak untuk

1 epas dari pemblcaraan
mengenal hak milik intelektual atau
yang saat ini sebagian besar orang
mengistilahkan dengan hak kekayaan

Satjipto Rahardjo, /lmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him. 64

Djuhaendah, op.cit, hlm.4

Benda tersebut dapat berupa tanah mapun benda bukan tanah yang mempunyai pengertian luas yang dapat

diraba dan dilihat.
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i

intelektual (HKI).* HKI merupakan kemungkinan bagi orang lain untuk
hak yang sifatnya eksklusif yaitu hak menuntut hak yang sama atas barang
yang timbul bagi hasil pikir otak yang tersebut.**
menghasilkan suatu produk atau

proses yang berguna untuk manusia,® D. Kekayaan Intelektual Bagian Dari

Objek Hukum Kebendaan

Dalam hal ini, Keith E. Maskus HKI adalah hak, dan sebagai hak dia
berpendapat bahwa perbedaan atas benda merupakan harta atau aset berupa benciz;
berwujud dan tidak berwujud adalah ang tidak berwujud (intangible assef).
terletak pada aspek eksklusi dldapat dari otoritas
Eksklusivitaslah yang men
dan hak itu tidak
kompensasi atas sem

37

38
39

40

41

pemilik  kar
8 UllE\u.‘[uﬂL ol
pengorb

Hal

| bnibadi hak - o

sebagai

igkapkan Tho
ng makna ba

fasilitas-fas
diberikan b

sendirilah yang ha ; |
hak cipta dalam “com — i fuhamad
Djumhana dan Djubaedi ¢ Sej i :
Aditya Bakti, Bandung, 19
Keith E. Maskus, Intellectual Pre
Washington DC, 2000, hlm.170 sebag
Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005 hl
Ade Maman Suherman, op.cit, hlm. 32.
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005, him.12. Benda
yang berbentuk /ntangible memang tidak dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, hal ini mengingat
akar sejarahnya pada sistem tersebut adalah mengacu kepada hukum Romawi. Di negeri Belanda sendiri
orang demikian terikat pada sistem ini. Sehingga dengan demikian, hak-hak yang berkenaan dengan barang
tidak berwujud (intangible) tersebut tidak diatur dalam Burgerlik Wetboek (BW) yang mengikuti pembagian
hukum perdata Romawi, akan tetapi dalam undang-undang tersendiri. Baca lebih lanjut dalam buku
Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, op.ci, him.22. Bandingkan dengan Pasal 3 ayat (1) UUHC Tahun
2002, Di mana Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial.

Achmad Zen Umar Purba, ibid, him.13. Hal ini merupakan pernyataan umum, karena hak cipta tidak
memerlukan proses keterlibatan otoritas.

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.36, sebagaimana dikutip Sudjana,
Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika
Pada Era Perdagangan Bebas, op.cit, hlm.79.

ational Economics,
Kekayaan Intelektual
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digunakan tidak hanya bagi benefit and
advantage dari pemiliknya, tetapi juga

‘untuk masyarakat.*?

Itu sebabnya dalam fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan
Keputusan Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/
15/2005 tentang Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) menetapkan
bahwa dalam hukum Islam,
dipandang  sebagai  salah
hugqug maliyyah (hak ke
mendapat perlindungan
sebagaimana mal
hal tersebut yang;

jauh lebih sulit dipahami.**

HKI adalah hak untuk menikmati
secara ekonomis hasil dari suatu
kreativitas  intelektual. HKI pada
umumnya berhubungan dengan
perlindungan  penerapan ide dan
informasi yang memiliki nilai komersial.
HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat
iperlakukan sama dengan

berwujud. Banyak
mengapa hak milik

, HKI dapat
l-ma’qud’alaih),
(pertukaran, .

merupakan
adalah haram. %

Objek yang d
karya-karya yang timby
kemampuan intelektualyma
milik intelektual ini bare
kemampuan intelektual manusia ite
membentuk sesuatu yang bisa diliha %
didengar, dibaca, maupun digunakan
secara praktis.®® Oleh karena itu,
dibandingkan dengan hak atas benda-
benda berwujud tadi, hak atas
perlindungan milik intelektual memang

42

4

45

~bahwa d
besar dari

diperlukan
Perlindungan
intelektual it

Buatan tertentu atas
- pihak lain yang
: kewajiban  untuk  tidak
melakukan pelanggaran terhadap pemegang
hak tersebut. Maka pada perkembangannya
HKI telah diakui sebagai hak milik
intelektual yang perlu untuk dilindungi.

Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 134.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, op.cit, him.20.

Soedjono, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak
Merek), Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.1.

Tim Lindsey dkk., Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2006, him.3.
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Pengakuan secara hukum sangat

~diperlukan mengingat hak kekayaan

intelektual baru ada secara hukum jika
telah ada pengayoman, penaungan, atau
perlindungan hukum dari negara atau
otoritas publik terhadap suatu karya
intelektual®® tersebut. Perlindungan yang
diberikan atas HKI memang lebih muda

usianya jika kita bandingkan dengan
perlindungan hukum terhadap hak

kebendaan yang berwujud (lichamelijke
zaak). Maka dibandingkan dengan hak
atas benda-benda berwujud tadi, hak atas
perlindungan hak milik intelektual jauh

lebih recent .*7

E.

] ini
menyimpulkan €
mendasar terhadap

mengakui adanya hak milik ind1
yang sifatnya absolut. Sedangkan dalam
sistem hukum Anglo Saxon dikenal hak
milik rangkap (dual ownership). Lebih
lanjut sistem hukum Eropa Kontinental
membedakan antara hukum publik
(public) dan perdata (privaat). Sistem
hukum perdata ini yang dijadikan sebagai
landasan dasar hukum bisnis yang
mengatur hubungan antara anggota

47

Achmad Zen Umar Purba, op.cit, 2005, him.13.

e

mésyarakat satu sam
hukum kebend

idak saja membicarakan
mengenal objek benda materiil (tangzble)
tetapl juga membahas mengenai objek
hukum immateriil (infangible). Hal ini
yang terkadang sulit untuk dipahami oleh
kebanyakan masyarakat. HKI merupakan
hak yang sifatnya eksklusif, timbul bagi
hasil pikir manusia yang menghasilkan
suatu produk atau proses yang berguna
untuk  manusia,  sehingga  hak

Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik lintelektual, Eresco, Bandung, 1995, hlm.6.
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kepemilikan yang ada pada HKI adalah serta diperkuat dengan fatwa MUI, maka

merupakan  objek  bergerak  yang hasil karya intelektual seseorang dapat
‘mendapat perlindungan hukum seperti diakui sebagai objek yang memperoleh
halnya objek yang materiil. Melalui perlindungan baik melalui hukum positif
peraturan international maupun nasional, maupun hukum Islam.
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